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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka (Dokumenter) yang berjudul
“Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama  Surabaya
No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby Atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Bangil
No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl. Tentang Sengketa Harta Bersama". Skripsi ini
bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab apa dasar hukum hakim Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil terhadap
sengketa harta bersama dan bagaimana kekuatan dasar hukum putusan sengketa
harta bersama.

Data penelitian ini diperoleh dari mempelajari berkas-berkas perkara dan
wawancara dengan para hakim dan panitera yang terlibat maupun dari bahan
kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah
teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu metode yang diawali
dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat khusus mengenai putusan hakim
terhadap sengketa harta bersama dalam kasus cerai talak Pengadilan Agama Bangil
No. 347/Pdt.G/2007/PA.Bgl dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby  untuk  selanjutnya dikemukakan kenyataan
berdasarkan hukum Positif (Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam) yang bersifat umum dari hasil riset, yang kemudian ditarik
kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bangil
mengabulkan gugatan permohonan pemohon terhadap sengketa harta bersama yang
berupa satu unit sepeda motor, Sebidang tanah pekarangan dan seekor sapi.
Berdasarkan pasal 97 KHI yaitu apabila terjadi cerai hidup masing-masing berhak
mendapatkan seperdua bagian. tetapi Termohon tidak terima atau keberatan atas
putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bangil oleh karena itu termohon
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan bahwa gugatan terhadap satu unit
sepeda motor dan seekor sapi tidak dapat diterima dan harta bersama yang harus
dibagi hanya sebidang tanah pekarangan karena mereka telah mengakui bahwa
sebidang tanah pekarangan tersebut diperoleh selama perkawinan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka agar majelis hakim Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan
putusan yang akan diambil. Sehingga putusan tersebut dapat membawa
kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperkara dan tidak ada pihak yang akan
dirugikan,
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang satu dengan yang lainnya merupakan makhluk sosial yang
selalu saling membutuhkan satu sama lain. Manusia dikaruniai Tuban naluri
untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Salah satu wujud hidup
berdampingan mereka adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan
sebagai suami istri.

Laki-laki dan perempuan selalu saling membutuhkan satu sama lain
untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri sebagaimana dijelaskan
dalam firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

4 00 B K e ol 1,8 Gl RN 1 (80 G ot 2
0308 ¢ Y W

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tands-tanda bagi kaum yang berfikir.'

! Departemen Agama RI, A/-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 644
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Menurut Islam, hubungan antara suami istri harus dilandasi dengan unsur
ma’tuf, sakinah, mawaddah dan rahmah agar tercipta keluarga yang bahagia
dibawah perlindungan Allah SWT yang diwujudkan dalam suatu Pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu amalan atau ibadah yang disyariatkan oleh
Rasulullah SAW. Bagi seorang muslim, cita-cita yang paling tinggi baginya ialah
ia diberi kesanggupan oleh Allah SWT untuk meninggikan agama Islam,
mempunyai anak-anak dan keluarga yang sholeh dan sholehah.

Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang telah memi)unyai
kesanggupan kawin agar melaksanakannya karena kawin itu akan memelihara
diri dari perbuatan yang dilarang Allah.? Sebagaimana yang“ dijelaskan dalam

sabda Rasulullah SAW:

o7 0 oo o',° 2 .- 0 - /)‘.'. }ff o &~ :r‘,’:/’° ﬁ"? fv’:u -, ’6" r/*o/’
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Artinya: Hai sckalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu
melaksanakan kehidupan svami istri, hendaklah ia kawin. Maka
sesungguhnya kawin itu menghalang pandangan mata (Kepada yang
terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa
yang tidak sanggup, wajib berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah
perisai baginya”.(Shahih Muslim).

Menurut Undang-undang Perkawinan No.l Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1

diterangkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

2 ¥ amal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 6
3 Hafizh.-Al Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim. h. 429



dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan proses berlangsungnya hidup manusia dari
generasi ke generasi. Pernikahan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga
yang harmonis karena keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam
masyarakat yang nantinya akan membentuk suatu bangsa dan negara.

Sebuah Perkawinan tidak jarang membawa suatu permasalahan mengenai
perebutan harta bersama setelah terjadiya scbuah perceraian. Padahal Undang-
undang No.l Tahun 1974, sudah menerangkan secara jelas dari pengertian harta
bersama sampai dengan pembagian harta bersama antara suami dan istri.

Setelah laki-laki dan perempuan menikah maka berlakulah sebuah
ketentuan baru terhadap harta benda yang mereka peroleh selama masa
Perkawinan tersebut tidak lagi menjadi hak pribadi masing-masing suami istri
seperti pada saat sebelum merecka menikah (kecuali ada perjanjian khusus).
Setelah menikah maka harta yang mereka peroleh dalam masa Perkawinan
statusnya menjadi harta bersama suami dan istri tanpa mempersoalkan atas nama
siapa harta benda itu didaftarkan dan siapa yang memperolehnya. Tetapi harta
benda yang diperoleh suami maupun istri melalui jalan hadiah, sedekah, wasiat

dan warisan tetap menjadi milik pribadi suami atau istri yang menerimanya.

4 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, h. 275



Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:
1. Harta benda diperoleh selama Perkawinan sclama menjadi harta bersama
2. Harta bawsan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadial atau warisan, adalah di bawah pengussaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai tata cara penggunaannya Undang-undang No.l Tahun 1974
juga telah menetapkan peraturannya. Untuk harta bersama, suami atau istri dapat
bertindak sesuai persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta
bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.

Pasal 36 Undang-undang No.l Tahun 1974 menyebutkan:

1. Mengenai harta bersama svami atau istri dapat bertindak atas persctujuan
kedua belah pihak.

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Tentang masalah sengketa harta bersama, berdasarkan Pasal 88 KHI
berbunyi "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama,
maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"

Setelah berlakunya UU No. 7 tahun 1989, Peradilan Agama telah
mempunyai hak untuk mengeksekusi perkara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dan telah mempunyai perangkat juru sita. Kedudukan Peradilan
Agama dengan badan Peradilan lainnya sudah sederajat dan merupakan salah

satu kekuasaan kehakiman.



Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989, Pengadilan Agama
bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan.

b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

¢. Waqaf dan shadagah

Namun ketika suatu perkara telah diputus, terkadang masih terdapat para
pihak yang tidak puas atas putusan atau penetapan Pengadilan tingkat pertama.
Sehingga mengajukan permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau
penetapan Pengadilan tingkat pertama tersebut ke Pengadilan tingkat banding
(Pengadilan Tinggi Agama) yang mewilayahi Pengadilan tingkat pertama yang
memutuskan perkara tersebut.’

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 Pengadilan Tinggi
Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan
pengadilan agama dalam tingkat banding.

Dan berdasarkan UU RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Pengadilan pada tingkat banding atau Pengadilan Tinggi Agama dapat
membatalkan putusan yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh Pengadilan

pada tingkat pertama (Pengadilan Agama).

5 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h, 231



Berbicara tentang harta bersama, kasus yang dialami suami istri di
Pengadilan Agama Bangil dengan perkara No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl. bahwa
dalam perceraiannya sang suami juga menggugat harta bersama, berupa: sepeda
motor, sebidang tanah pekarangan dan seekor sapi yang dipelihara oleh ayah
sang istri. Pada awalnya perkara ini diputus dan dikabulkannya permohonan dari
sang suami oleh Pengadilan Agama Bangil. Agar pembagian harta bersama
sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni dengan dibagikan secara rata
antara suami dan istri.

Akan tetapi tidak sampai disini, istri mengajukan banding pada
Pengadilan Tinggi Agama  Surabaya dengan perkara  No.190/
Pdt.G/2007/PTA.Sby. dan diputus bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bangil tidak tepat dan tidak benar, maka Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya akan memberikan pertimbangan sendiri dan membatalkan sebagian
putusan Pengadilan Agama Bangil mengenai gugatan terhadap sengketa harta
bersama berupa sepeda motor dan seekor sapi dan yang merupakan harta
bersama yaitu sebidang tanah pekarangan seluas 252 m’.

Dari pemaparan di atas timbul suatu permasalahan kenapa Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama bangil
mengenai sengketa harta bersama? Selain itu apa pertimbangan hukum hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan putusan yang berbeda dengan

Pengadilan Agama Bangil? kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan



menganalisis dalam skripsi yang berjudul "Telaah Terhadap Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya No. 190/Pdt.G/2007/PTA.Sby Atas Pembatalan Putusan
Pengadilan Agama Bangil No. 347/Pdt.G/2007/PA.Bgl. Tentang Sengketa Harta

Bersama’

B. Rumusan Masalah
Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini
dapat terarah dan terfokus, maka pokok masalah yang akan dikaji adalah sebagai
berikut:
1. Apa Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Membatalkan
Putusan Pengadilan Agama Bangil Terhadap Sengketa Harta Bersama?

2. Bagaimana Kekuatan Dasar Hukum Putusan Sengketa Harta bersama?

C. Kajian Pustaka

Masalah harta bersama dalam Perkawinan memang sangat menarik untuk
dibahas dalam karya ilmiah. Hal ini terbukti dari banyaknya tulisan-tulisan yang
membahas seputar masalah harta bersama baik dalam bentuk skripsi maupun

buku-buku mengenai masalah Perkawinan.
1. Skripsi Syahriyah Agustiningrum yang berjudul “Analisis Putusan
Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang
pembagian harta bersama” dengan Nomor seri KS 2006 108 AS. Skripsi ini

membahas dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara dan



penyebab terjadinya perbedaan antara Pengadilan Agama Jombang dan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

. Skripsi Muhammad Thohir yang berjudul “Penjualan Harta Bersama oleh
Suami Tanpa Seizin Istri Menurut Undang-undang No. | Tahun 1974 dan
Hukum Islam” (Studi Kasus Di Desa Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang)

Dengan Nomor Seri KS 2006 130 AS. Skripsi ini membahas Undang-undang

No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam, dan skripsi ini yang nilghfids
keabsahan penjualan harta tersebut menurut Undang-undang No. 1 tahun
1974 dan Hukum Islam.
. Skripsi Hijriyah Rahmawati yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 890/Pdt.G/2005/PA. Sda
(Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Tidak Dibagi
Seluruhnya). Dengan nomor seri KS 2006 124 AS. Skripsi ini membahas
dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menyelesaikan
sengketa harta bersama dengan cara tidak membagi seluruhnya kepada para
pihak dan skripsi ini juga membahas Analisis Hukum Islam terhadap putusan
hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penyelesaian sengketa harta
bersama yang tidak dibagi seluruhnya.

Dari sekian skripsi yang membahas harta bersama, masih belum ada
penelitian yang menelaah tentang pembatalan putusan mengenai penjualan

harta bersama oleh istri dan ayah sang istri dan kekuatan dasar hukum



putusan sengketa harta bersama yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah:
1. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Terhadap Sengketa Harta
Bersama

2. Untuk Mengetahui Kekuatan Dasar Hukum Putusan Sengketa Harta Bersama

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih
pemikiran dalam disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat
digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah
pembatalan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama
tentang sengketa harta bersama No. 347/Pdt.G/2007/PA.Bgl.

2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti
selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan
Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama tentang sengketa harta bersama

dalam perkara No. 347/Pdt.G/2007/PA.Bgl.
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F. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalah
pahaman dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa
istilah berikut:

1. Telaah : Mempelajari atau menyelidiki suatu peristiwa untuk
mengetahui apa sebab-sebabnya, duduk perkaranya
dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menelaah
dengan mengarahkan pada hukum positif (Kompilasi
Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No.l
tahun 1974.

2. Pembatalan Putusan : Putusan pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil
tentang sengketa harta bersama.

3. Harta bersama : Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan
kecuali harta bawaan dan harta benda yang diperoleh
oleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau

warisan.

G. Metode Penelitian
1. Data yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penclitian ini adalah data-data yang

telah diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas
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perkara dan wawancara dengan para pihak Pengadilan Agama Bangil dan
Pengadilan Tinggi Surabaya yang terlibat dengan perkara tersebut.
Data yang dikumpulkan tersebut secara global meliputi:

a. Data yang terkait dengan putusan Pengadilan Agama Bangil No.
347/Pdt.G/2007/PA. Bgl dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
No. 190/Pdt.G/2007/PTA. Sby. Tentang sengketa harta bersama.

b. Dasar Hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil dan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelesaikan kasus tersebut.

2. Sumber Data
Sementara data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari sumber
data primer dan sumber data sekunder, yaitu:
a. Sumber Data Primer
Yaitu data yang diperoleh penulis dari data lapangan penelitian,
berupa berkas putusan perkara gugatan sengketa harta bersama dan hasil
wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Bangil, ketua Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya, para hakim dan panitera yang terkait dengan
kasus ini.
b. Sumber Data Sekunder
Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang
relevan (terkait) dengan pembahasan atau kasus ini.Diantaranya:

1) Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia

T
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2) Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.

3) Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam

4) M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama.

5) Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek.

6) Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang
Perkawinan

7) Umar Said, Hukum Acara Peradilan Agama

3. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang diperoleh dari data lapangan melalui wawancara
dengan para hakim dan panitera yang terlibat maupun dengan mempelajari

dokumen, berkas-berkas dan bahan kepustakaan.

4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan
menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim tentang sengketa
harta bersama dalam kasus cerai talak Pengadilan Agama No.

347/Pdt.G/2007/PA.Bgl dan Pengadilan Tinggi Agama



13

No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby schingga dapat diketahui dasar pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara tersebut

Dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, penulis
menggunakan metode induktif yaitu metode yang diawali dengan
mengemukakan teori-teori yang bersifat khusus mengenai putusan hakim
terhadap sengketa harta bersama dalam kasus cerai talak Pengadilan Agama
No.  347/Pdt.G/2007/PABgl dan  Pengadilan Tinggi  Agama
No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan
berdasarkan Hukum Positif (Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam) yang bersifat umum dari hasil riset, yang kemudian

ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya
suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II mengemukakan landasan teori yang membahas harta bersama
dalam Perkawinan menurut hukum positif, sub babnya terdiri dari pengertian
harta bersama menurut hukum positif, macam-macam harta bersama menurut

hukum positif, dasar-dasar hukum harta bersama menurut hukum positif dan



14

akibat putusnya hubungan Perkawinan terhadap harta kekayaan suami dan istri
menurut hukum positif.

Bab III berisikan hasil data penelitian yaitu Deskripsi putusan
P?ngadilan Agama Bangil dan Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap gugatan
sengketa harta bersama. Sub-babnya terdiri dari kedudukan dan kewenangan
Pengadilan Agama Bangil, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya, deskripsi kasus tentang sengketa harta bersama, pertimbangan
dan dasar hukum putusah hakim Pengadilan Agama Bangil, dan pertimbangan
dan dasar hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Bab IV Berisikan analisis dan dasar hukum putusan hakim Pengadilan
Tinggi Agama atas pembatalan putusan Pengadilan Agama Bangil tentang
sengketa harta bersama, sub babnya terdiri dari analisis dan dasar hukum
Pengadilan Agama Bangil, analisis pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya.

Bab V Berisi penutup yansg terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BABII

HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM
POSITTF

A. Pengertian Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta bersama kecuali melalui
Syirkah (perjanjian) antara harta suami dan harta istri sebelum atau pada saat
Perkawinan berlangsung.

Pengertian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam adalah harta
yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan
Perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun, hal ini sebagaimana dijelaskan
dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 1 huruf (f).

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama
Perkawinan berlangsung. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawa

pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

15
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B. Macam-Macam Harta Bersama
Menurut sayuti Thalib, harta suami istri itu dapat digolongkan menjadi:
1. Dilihat dari sudut asal usulnya, harta suami istri itu dapat digolongkan
menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami istri yang telah mereka
miliki sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha
mereka sendiri.

b. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh setelah menikah, yang
ﬁp&bleh walau warisan, hibah atau wasiat untuk masing-masing suami
atau istri dan bukan diperoleh dari usaha mereka baik perorangan maupun
bersama-sama.

c. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami istri setelah mereka
berada dalam hubungan Perkawinan dengan jalan usaha merecka baik

sendiri, perorangan maupun secara bersama-sama.

2. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat ,
maka harta itu akan berupa:
a. Harta milik bersama.

b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.
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c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang

bersangkutan atau disebut juga dengan harta milik pribadi.'

Menurut Moh. Idris Ramulyo, macam-macam harta suami istri yang
lazim dikenal di indonesia antara lain:

1. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum Perkawinan melalui
usaha mereka masing-masing. Harta seperti itu di bali disebut Guna Kaya. Di
sumatera selatan disebut harta pembujang bila diperoleh oleh perawan
(gadis). Menurut UU No. 1 tahun 1974 harta tersebut dikuasai masing-
masing pihak yang memilikinya.

2. Harta yang diperoleh pasangan suami istri yang diberikan oleh keluarga atau
orang tua untuk mereka berdua pada saat mercka menikah. Harta tersebut
bisa berupa modal usaha, perabotan rumah tangga atau tempat tinggal.
Seumpama terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada keluarga
atau orang tua yang memberikan. Di Minangkabau harta ini dikenal dengan
istilah Harta Asal.

3. Harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri dalam masa Perkawinan
melalui hibah, wasiat maupun dari orang tua atau keluarga terdekat. Harta
semacam ini di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dikenal dengan

nama harta Gawan, di Jakarta disebut Barang Usaha, di Banten disebut

! Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesis, h. 83
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Barang Sulu, di Jawa Barat discbut Barang Benda atau Barang Asal atau
Barang Pusaka.

4, Harta yang diperoleh masing-masing suémi istri dalam masa Perkawinan
melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari suami istri.
Harta tersebut disebut harta pencaharian. Dalam undang-undang No. | tahun
1974 harta tersebut menjadi harta bersama suami istri. Harta jenis ini di Aceh
disebut Haraueta Sihareukat, di Bali disebut Druwegabro, di Jawa disebut

harta Gono-Gini.?

Menurut Sayuti Thalib terjadinya percampuran harta kekayaan suami
istri itu dapat dilkaksanakan sebagai berikut:

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan
sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu Perkawinan,
baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama
dalam Perkawinan tetapi bukan atas usaha mercka sendiri ataupun harta
pencarian.

2. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan,
bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami istri atau kedua-
duanya dalam masa adanya hubungan Perkawinan yaitu harta pencaharian

adalah harta bersama suami istri tersebut.

2 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, b. 28-29
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3. Disamping dengan dua cara terscbut diatas, percampuran harta kekayaan
suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami

istri itu.>

C. Dasar-Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya menurut hukum Islam antara harta suami dan istri itu
terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperolehnya
oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta
yang diperoleh salah seorang dari mercka karena hadiah, hibah ataupun
warisan sesudah mereka terikat dalam Perkawinan.

Dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara
suami dan istri karena Perkawinan kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam
Perkawinan). Dalam Al-Qur’an maupun Hadist Nabi juga tidak dijelaskan
dengan tegas bahwa harta yang diperoleh sclama hubungan Perkawinan
menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas
bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan Perkawinan itu menjadi
milik bersama. Schingga masalah ini merupakan masalah yang perlu
ditentukan dengan cara ljtihad yaitu dengan menggunakan akal pikiran
manusia dengan sendirinya hasil pemikiran itu harus sesuai dan bersumber

dengan jiwa ajaran Islam.*

3 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, h. 101
4 Ibid, h. 99
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Oleh karena itu beberapa sarjana Islam yang mengatakan ada harta
bersama dalam Perkawinan antara suami istri yang berdasarkan pada ayat-
ayat Al-Qur’an dibawah ini:

Menurut hukum Islam, hak antara suami dan istri seimbang tetapi
suami mempunyai satu kelebihan daripada istri. Hal ini dijelaskan dalam

surah Al-Baqarah:228
. - ’r:rrré o - ae . sesN & el .":ﬁ';
;&}f&\;mjaw}kghﬁjgjﬁo!\.id’?ﬁl&(‘s:lﬂd.:oajj...

Artinya: ..dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami,
mempunyai satu tingkatan kelebiban daripada istrinya. dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab terhadap
keselamatan dan kescjahteraan rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang

dijelaskan dalam surah An-Nisa’ ayat 34:

d

et e 1l ) o o s U b w2 o 0 005 J6- )

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi ksum wanita, oleh Karena
Allah Telah melebibkan scbahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mercka (laki-laki) Telah
menatkahkan sebagian dari harta mereka... ¢

’ Departemen Agama R, A/-Qur’an Dan Terjemahnysa, hal. 55
§ jbid., hal. 123
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Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh

(Mitsaqan Galizan) sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa’ ayat 21:

da.l;durs,u»fjﬂgnrs“ i 03y 6,0k L

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnys kembali, padahal scbagian
kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
istri. dan mercka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu
perjanjian yang kuat.”

Allah mewajibkan kepada suami agar ia menggauli istrinya dengan
baik, untuk tercapainya tujuan dari suatu Pernikahan. Hal ini dijelaskan surah

An-Nisa’:19
PR sor, .)’ e s 'u/‘ ,,0:0.‘ PR W R I °,: . Ser 3 12
T3S oo ad A JRoniy LB 158050 O femd (g gein ST 0 B g mlly 2 20

Artinya: ...dan bergaullah dengan mereka sccara patut. Kemudian bila kamu
tidak menyukai mercks, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu
tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak®

Laki-laki dan perempuan selalu saling membutuhkan satu sama lain

untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri sebagaimana dijelaskan

dalam firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

A 5 S ey il 1, Gl (R e 10 5 O 1

7 fbid. hal. 120
§ ibid,, hal. 119
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu istri-istri datri jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang”’

Berdasarkan pada ayat-ayat di atas, maka beberapa sarjana Islam
seperti Sayuti Thalib dan Hazairin (almarhum) menyimpulkan bahwa
menurut hukum Islam harta jenis ke empat yang telah disebutkan di atas,
yakni harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta
bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya sang suami saja
sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya saja.

Jadi ketika mereka (suami istri) telah terikat dalam perjanjian
Perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta
maupun anak-anak, seperti yang di atur oleh Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat
21. Tidak perlu diiringi dengan syirkah (perjanjian dalam Perkawinan), sebab
Perkawinan dengan ijab gobul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya
seperti adanya Wali, Saksi, mahar, dan walimah sudah dapat dianggap

adanya syirkah antara suami istri.'”

. Menurut kompilasi Hukum Islam
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersama dalam

Perkawinan diatur dalam Pasal 85-97. Pada Pasal 85 KHI menegaskan bahwa

® ibid, hal. 644
1° Tdris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, h. 232
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adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik
masing-masing suami istri.

Dalam Pasal 86 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada
percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri karena
Perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai
sepenuhnya oleh istri, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi
milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Oleh karena itu seorang suami tidak boleh memakai hak milik istri
tanpa persetujuan si istri, jika suami menggunakan harta istri walaupun untuk
kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suami kepada istri
yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir
batin kepada istri dan membahagiakan istri tidak menyusahkan istri, bukan
sebalikya. Namun demikian tidak berarti suami istri tidak saling membantu
dalam membangun keluarga atau rumah tangga, asal saja segala sesuatunya
dilakukan dengan baik dengan musyawarah antara satu sama lain."!

Sebagaimana yang telah disebutkan Pasal 86 yaitu harta kekayaan
istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, jadi
perempuan yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan
suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda schingga ia

dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat berubah hibah, hadiah,

! Hilman, Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adst,
Hukum Agama, h. 127
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shadaqah atau yang lainnya, hal ini scbagaimana yang dijelaskan dalam Pasal
87 ayat 2.

Seorang suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri
maupun hartanya sendiri begitu pula sebaliknya seorang istri turut
bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada
padanya.(Pasal 89-50 KHI)

Bentuk harta bersama itu sendiri beraneka ragam sebagaimana yang
dijelaskan dalam Pasal 91:

1) Harta bersama yang dimaksud dalam Pasal 85 KHI adalah berupa benda
berwujud atau tidak berwujud.

2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga.

3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu

pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Jika dalam rumah tangga terdapat permasalahan yang berhubungan
dengan hutang maka dapat disclesaikan dengan menggunakan Pasal 93
kompilasi hukum Islam, yaitu:

1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada

hartanya masing-masing.
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2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta

istri.

Maka dalam hal apapun atau dalam situasi apapun suami atau istri
tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan
harta bersama. (Pasal 92 KHI)

Dalam hal terjadi Perkawinan poligami (suami beristri lebih dari satu)
maka mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum
Islam.

1) Harta bersama dalam Perkawinan seorang suami yang mempunyai istri
lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2) Pemilikan harta bersama dari Perkawinan seorang suami yang
mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1),
dihitung pada saat berlangsungnya akad Perkawinan yang kedua, ketiga,

atau yang keempat.

Apabila dalam rumah tangga terdapat perbuatan suami atau istri yang

membahayakan terhadap harta bersama maka Pasal 95 Kompilasi Hukum

Islam menjelaskan:
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1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf ¢ peraturan
pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk
meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan
gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan
dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan
sebagainya.

2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk

kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam hal terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati atau
salah satu diantara suami istri tersebut ada yang hilang dan tidak diketahui
keberadaannya maka penyelesaian atau pembagian harta bersama adalah
berdasarkan pada Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam:

1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak
pasangan yang hidup lebih lama.(Pasal 96)

2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya
yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan

Agama. (Pasal 96)
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3) Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan.

(Pasa_l 97)

. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
yang mengatur tentang harta kekayaan dalam Perkawinan adalah dalam Bab
VII Pasal 35, 36, dan 37.
Dalam Pasal 35 menjelaskan bahwa:

1) Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama.

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak.

2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempua yai hak
sepenubnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya.

Pasal 37 :

“Bjla Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing .

Berdasarkan pada Pasal 35, 36, dan 37 tersebut di atas, maka
ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam undang-undang
Perkawinan sudah sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Namun

disini hanya ditekankan bahwa harta yang diperoleh selama Perkawinan baik
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kerena usaha suami istri masing-masing atau suami istri bersama-sama
otomatis menjadi harta bersama. Tetapi apabila terjadi perceraian maka
pembagian harta bersama tetap mengikuti ketentuan hukumnya masing-

masing, jadi bagi orang Islam tetap mengikuti ketentuan hukum Islam.

D. Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Terhadap Harta Bersama Antara Suami
Istri
Dengan putusnya hubungan Perkawinan, maka timbul pertanyaan
bagaimana akibat hukum dari putusnya hubungan Perkawinan itu. Akibat hukum
dari putusnya hubungan Perkawinan antara lain:
1) Tentang status anak-anak, pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaannya
(wali Hadanah). |
2) Tentang harta bemama suami istri tersebut.
3) Tentang nafkah istri dan nafkah anak.
4) Tentang masa tunggu (tenggang waktu Iddah).

5) Tentang nafkah Iddah dan Mut’ah."

Namun penulis menelaah hanya pada masalah yang kedua saja, yaitu
akibat hukum dari putusnya hubungan Perkawinan pada status harta bersama
antara suami istri dari segi hukum positif (Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

undang Perkawinan No. 1 tahun 1974).

12 Ydris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, h. 228
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Menurut Kompilasi Hukum Islam
Mengenai akibat putusnya hubungan Perkawinan terhadap kekayaan
suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 96 dan 97:
Pasal 96: '
1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak
pasangan yang hidup lebih lama.
2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang berisi yang
istrinya atau suaminya yang hilang harus ditangguhkan sampai adanya

kepastian kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas
dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan"

Dalam hal Perkawinan seorang laki-laki, monogami akan mudah
dicari penyelesaiannya atas semua hal yang bersangkutan dengan syirkah.
Apabila terjadi perceraian hidup antara suami istri, maka harta kekayaan
mereka yang telah menjadi syirkah itu dibagi berimbang menurut keadaan
ketika mereka mendapatkan harta kekayaan itu.”?

Penentuan setengah bagian dalam Pasal 96 menjadi kebiasaan
masyarakat, dalam istilah teknis disebut Urf yang secara materiil disebut
dengan harta gono-gini.

Dalam hal terjadi Perkawinan poligami, maka perlulah pertama

kalinya terdapat perlindungan atas harta bersama suami istri dalam pasangan

13 Sayuti Thalib, Hukum Kekelvargaan Indonesia, h.85
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bermula (istri pertama). Sedangkan terhadap istri yang ke dua perlu ada
penegasan bahwa pokok pikiran harta terpisah antara suami istri tetap
dipertahankan. Harta bersama suami istri dengan istri kedua hanya terdapat
bagi barang-barang rumah tangga si istri kedua saja yang berasal dari usaha
mereka bersama atau usaha salah seorang dari mereka. Sedangkan mengenai
barang-barang lainnya terutama barang-barang yang besar dan berharga,
mereka tetap memiliki harta masing-masing. Kalau hendak ada syirkah maka
hanyalah syirkah dengan perjanjian yang tegas-tegas tertulis atau diucapkan
yang berperkenankan.'*

Tentang pembagian bersama pada Perkawinan poligami di dalam
kompilasi hukum Islam di Indonesia dijelaskan pada Pasal 94 ayat 1 dan 2.
harta bersama dari Perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih
dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Dan pemilikan harta
bersama dari Perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari
seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad Perkawinan yang kedua,
ketiga dan keempat.

Sedangkan bila terjadi perceraian karema kematian, maka bagian
untuk yang meninggal itu merupakan warisan yang diwarisi oleh segenap ahli
warisnya, termasuk istri atau suami yang ditinggalkan. Berbeda dengan

apabila cerai hidup. Dalam hal itu belumiah memasuki hukum pewarisan.

4 ibid, h. 85
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Masing-masing mendapat setengah dari harta bersama, belum ada bagian

untuk anak dan belum ada masalah bagian untuk janda atau duda.”

. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Akibat putusnya hubungan Perkawinan terhadap harta kekayaan
suami istri (harta bersama) dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan dijelaskan dalam Bab VII Pasal 37 berbunyi:

“Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing”.

Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum
agama, hukum adat, hukum perdata dan hukum-hukum lainnya.

Jadi bila terjadi perceraian maka mengenai harta bersama diselesaikan
menurut hukum Islam bagi istri dan suami yang beragama Islam dan menurut

kitab undang-undang Hukum Perdata bagi suami istri non Islam.

15 Andi tahir Hamid, Peradilan Agama Dan Bidangnya, h. 26
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Kabupaten Pasuruan menjadi daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan,
tetapi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kotamadya Pasuruan dibagi
dua wilayah yurisdiksi, schingga Pengadilan Agama Bangil memperolch
daerah yurisdiksi 11 wilayah kecamatan sedang selebihnya yaitu 13 wilayah
dan seluruhnya kecamz;tan di Kotamadya Pasuruan menjadi daerah yurisdiksi

Pengadilan Agama Pasuruvan.

. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara hanya dalam
kewenangan wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan Peradilan
yang dapat dilakukan secara formal, hanya perkara-perkara yang termasuk
kedalam wilayah daerah hukumnya.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif
masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan Peradilan adalah faktor
“wilayah hukum”'. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 tahun 1989,
tempat kedudukan yang berbunyi:

(1) Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota
Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau
Kabupaten.

(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Tbukota Propinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pada setiap Kotamadya atau

Kabupaten berdiri sebuah Pengadilan Agama Daerah atau wilayah hukum

! Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 2002
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i. Ekonomi Syari’ah6

Dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1989, kedudukan Peradilan
Agama dengan badan Peradilan lain sudah sederajat dan merupakan salah
satu kekuasaan kehakiman, mengingat Peradilan Agama sudah bisa
mengeksekusi putusan perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sendiri. Para pencari keadilan terutama para pengacara atau
advokat sudah mengetahui dengan jelas kompetensi absolut Pengadilan
Agama.

Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada dasarnya tidak ada yang
berubah dengan keadaan Pengadilan Agama setelah terbentuknya UU
Peradilan Agama yang baru, karena di UU No. 3 Tahun 2006 ini tidak
merubah isi pasal yang kurang lengkap atau kurang sesuai, diantaranya pada
Pasal 49 yang berisi kewenangan absolute Pengadilan Agama yang kini pada
UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama tidak hanya bertugas menerima,
memeriksa dan memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
dan sodaqah, tetapi juga bertambah dengan adanya perkara zakat dan
ekonomi syariah. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama Bangil
juga bertambah yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara tentang

zakat dan ekonomi syariah.

¢ Amandemen UU Peradilan Agama UU No. 3 Tahun 2006, h. 59
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Kewenangan Peradilan Agama, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas
“personalita” ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan
lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.”

. Tujuan terhadap penentuan batas kewenangan tersebut atau
kompetensi setiap lingkungan Peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan
kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan dan tidak
saling berebut kewenangan. Masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai
dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang ditentukan. Di samping
tujuannya untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, sekaligus
memberi ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan,
lingkungan Peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus

sengketa yang sedang dihadapinya.®

. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Bangil
mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi
lain, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan

wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.

7 'Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan..., h. 100
8 ibid,, h. 102
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Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 33 Tahun 1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, maka kesekretariatan Pengadilan Agama terdiri
dari 4 kelas, yaitu kelas I A, kelas I B, kelas IT A, kelas II B dengan demikian
Pengadilan Bangil termasuk golongan tingkat I B bertempat di kecamatan
dan jumlah perkara yang pernah ditangani sudah termasuk dalam ketentuan
yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Bangil adalah

sebagaimana yang terlampir:

B. Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
1. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan kehakiman di
lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI
sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan Pengadilan tingkat
banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang No. 7

Tahun 1989 jo surat keputusan menteri Agama R.LNo 6 Tahun 1980
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Tbu Kota Propinsi

Jawa Timur .

. Kewenangan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi
wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan
berkedudukan di ibukota Daerah tingkat II Kabupaten atau kota, kecuali
Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di ibukota
Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi
Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau kota, kecuali Pengadilan
Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan kota Blitar, Pengadilan
Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan kota
Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah kota Pasuruan dan
sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian
Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi wilayah Kabupaten
dan Pemerintah Kota Bangil, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian
wilayah Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi
sebagian wilayah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan keputusan mentri Agama negara RI No. 589 tahun 1999
Pengadilan Agama sejawa timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu

kelas IA sebayak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan



Agama dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama. Adapun nama-nama

Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya adalah sebagai berikut:

No | Nama Daerah hukum | kelas | Jumlah Jumlah Jarak
Pengadilan kecamatan | Kelurahan | dengan
Agama PTA

1. | Surabaya Kab Surabaya IA 37 167 5 Km

2. | Banyuwangi | Kab

Banyuwangi IA 21 217 297 Km

3. | Blitar Kab Dan Kota

Blitar IA 25 268 170 Km

4. | Bojonegoro | Kab.

Bojonegoro TIA 27 430 113 Km

5. | Jember Kab Jember IA 31 244 205 Km

6. | Kab. Kediri | Kab Kediri IA 23 311 127 Km

7. | Lamongan Kab Lamongan 1A 27 477 48 Km
Lumajang Kab Lumajang 1A 21 203 154 Km

9. | Malang Kota Malang IA 5 56 90 Km

10. | Tuban Kab Tuban IA 19 328 105 Km

11. | Tulungagung | Kab

Tulungagung IA 19 271 161 Km

12. | Bangil Sebagian Kota

Bangil IB 11 105 42 Km

13. | Bangkalan Kab Bangkalan IB 18 288 18 Km

14. | Bondowoso | Kab Bondowoso | IB 20 206 196 Km

15. | Gresik Kab Gresik IB 16 298 18 Km

16. | Jombang Kab Jombang IB 21 306 81 Km

17. | Kodya kediri | Kota Kediri 1B 3 46 127 Km
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18.

19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31
32.
33.
34.
3s.

36.

37.

Kraksaan

Kab. Madiun
Magetan
Mojokerto

Nganjuk
Ngawi
Pacitan
Pamekasan

Pasuruan

Ponorogo

Probolinggo

Sampang
Sidoarjo
Situbondo
Sumenep
Trenggalek
Madiun

Bawean

Kab. Malang

Kangean

Kab
Probolinggo
Kab Madiun
Kab Magetan
Kab Dan Kota
Mojokerto

Kab Nganjuk
Kab Ngawi
Kab Pacitan
Kab Pamekasan
Kota Dan
Sebagian Kab
Pasuruan

Kab Ponorogo
Kota
Probolinggo
Kab Sampang
Kab Sidoarjo
Kab Situbondo
Kab Sumenep
Kab Trenggalek
Kota Madiun
Sebagian Kota
Gresik

Kab Malang dan
Kota Batu
Sebagian kab

Sumenep

B &8 B

B B

BFE®E&EBHE

p—t
Lol

BEBEEBR

24
15
16

20
20
17
12
13

23
21

12
18
17
29
14

36

330
206
225

322
277
213
167
186

344
322

29
186
350
135
332
157

30

30

389

37

121 Km
171 Km
205 Km

51 Km

123 Km
206 Km
277 Km
113 Km

62 Km
201 Km

100 Km
78 Km
24 Km
204 Km
167 Km
180 Km
65 Km

65 Km

100 Km

170 Km
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3. Kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Peradilan Tinggi Agama Surabaya berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang keperdataan yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam.’

Sesuai dengan pasal 51 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang
Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan tingkat banding, Pengadilan
Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.‘ Disamping itu juga
bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Kewenangan Peradilan Tinggi Agama Mengadili perkara dalam
tingkat banding adalah kewenangan memeriksa kembali suatu perkara yang
telah diputus Pengadilan Agama sebagai Peradilan tihgkat pertama. Prinsip
dan pengertian pemeriksaan perkara dalam tingkat banding yaitu memeriksa
sekali lagi secara keseluruhan perkara yang bersangkutan. Penetapan dan
putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama diteliti dan diperiksa kembali
oleh Pengadilan Tinggi Agama mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan

yang dijatuhkan.

® Umar Said, Hukum Acara Peradilan Agams, hal 15
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Seperti yang sudah disinggung di atas, kewenangan Pengadilan
Tinggi Agama memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diputus
Pengadilan Agama tidak bersifat otomatis. Harus melalui prosedur dan
persyaratan formal.

Pengadilan Tinggi Agama sebagai Peradilan tingkat banding terhadap
perkara yang diputus Pengadilan Agama, baru dapat dilaksanakan apabila
salah satu pihak atau para pihak yang berperkara mengajukan pemeriksaan
banding. Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang meminta kepada
Pengadilan Agama untuk memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding
tanpa ada permintaan dari salah satu pihak atau para pihak yang berperkara.

Dengan adanya permintaan banding terbukalah kewenangan
pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dan untuk melaksanakan fungsi
kewenangan mengadili perkara dalam tingkat banding. Pengadilan Agama
yang bersangkutan mengirimkan seluruh berkas yang dimohon banding
kepada Pengadilan Tinggi Agama dan yang harus dikirimkan termasuk
semua surat panggilan, surat pemberitahuan, akta permohonan banding,
memori dan kontra memori banding, berita acara pemeriksaan termasuk
replik dan duplik, surat-surat bukti, keterangan ahli, berita acara pemeriksaan
setempat, surat gugatan, surat kuasa dan penetapan atau putusan. Tetapi

memori banding bukan merupakan syarat formal permohonan banding karena



penyampaian memori banding adalah hak, bukan kewajiban hukum bagi
pemohon banding dan tanpa memori banding permohonan banding tetap sah.

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding untuk mengoreksi dan
meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan pemerapan hukum, tata cara
mengadili, penilaian fakta dan pembuktian. Jika pengadilan tingkat banding
berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan
undang-undang, serta pertimbangan dan amar putusan sudah sesuai dengan
hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan Pengadilan Tinggi
Agama berwenang untuk menguatkan putusan dengan cara mengambil alih
seluruh pertimbangan dan putusan, yang mana sebagai pertimbangan dan
putusannya sendiri. Sebaliknya jika Pengadilan Tinggi Agama berpendapat
terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadili maka

Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk membatalkannya.

. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur Organisasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi
yang lain. Sturktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan
dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Sesuai dengan
KMA/004/sk/TI/1992 jo. Keputusan Menteri Agama No.303/1990 tentang
stuktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagaimana

yang terlampir:
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C. Deskripsi Kasus Tentang Perkara Gugatan Sengketa Harta Bersama

Kasus yang sedang dimdisis oleh penulis di Pengadilan Agama Bangil
terdaftar dengan No. 347/ Pdt.G/2007/ PA.Bgl.

Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili adalah majelis hakim
yang terdiri dari Drs. Sarmin sebagai hakim ketua, H.Moh. Yasin, SH. Sebagai
hakim anggota I dan Dra. Sriyani sebagai hakim anggota II.

Perkara ini terjadi antara sepasang suami istri yang menikah pada tanggal
6 Mei 1998 dengan kutipan akte nikah No. 145/02/V/1998 yang kemudian
bercerai pada tanggal 24  April 2007 dengan akte  cerai
No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl dimana seorang suami bernama Joni bin Tukin umur
31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Klataan
RT 5 RW 3, Desa Dayurejo, kecamatan prigen, kabupaten Pasuruan, selanjutnya
disebut sebagai pemohon. Mengajukan gugatan cerai talak sekaligus menggugat
harta bersama kepada Pengadilan Agama Bangil yang difujukan kepada istrinya
yang bernama Hamsah binti Aliman umur 31tahun, Agama Islam, pekerjaan
Karyawati Pabrik , bertempat tinggal di Dusun Dayu Klataan, Desa Dayurejo,
kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Duduk perkara yang terjadi diantara mercka berdua adalah bahwa setelah
perkawinan pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri

sebagaimana kehidupan rumah tangga yang sakinah.



Selama dalam perkawinan antara pemohon dan termohon selama

berumah tangga telah menghasilkan harta bersama yang sekarang dikuasai

termohon, sebagai berikut:

1.

Satu unit sepeda motor merk Suzuki shogun tahun pembuatan 2002, warna

biru dengan Napol: N 3154 UR yang dibeli pada tahun 2005.

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Dayu Klataan RT 05 RW

03 Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan seluas 252 m?,

yang dibeli pemohon tahun 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik P. Wakib
Sebelah barat : Tanah milik P. Tarimin
Sebelah selatan : Tanah milik P. Salimin
Sebelah timur : Jalan Dusun

Seckor Sapi yang sekarang dipelihara oleh bapak Aliman (Bapak Termohon)

yang dibeli pemohon dan termohon pada tahun 2006.

Semula rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu,

rumah tangga mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor

yaitu:

a.

Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus masalahnya termohon selalu menolak diajak melakukan hubungan
suami istri, padahal pemohon sangat berkeinginan mempunyai keturunan

Bahwa selama berpisah, pemohon telah berusaha rukun tetapi tidak berhasil.
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c. Antara pemohon dan termohon sekarang sudah pisah rumah selama 3 bulan.

Bahwa atas sikap termohon, pemohon sangat menderita lahir batin,
sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sulit untuk dipertahankan karena
kebahagiaan yang menjadi tujuan berumah tangga tidak akan tercapai.

Dalam proses Peradilan, atas permohonan pemohon tersebut, termohon
memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan pemohon
tapi mengenai penyebab pertengkaran terakhir schingga terjadi perpisahan
tempat tinggal, yang benar adalah karena termohon curiga kepada pemohon yang
mengojek seorang perempuan yang bernama Nanik ke pandaan tapi lama tidak
pulang. Sementara mengenai gugatan harta bersama, termohon memberi jawaban
sebagai berikut:

1. Memang benar pemohon dan termohon telah membeli motor  Suzuki
shogun, tapi motor tersebut, setelah terjadi pisah‘ tempat tinggal telah dijual
termohon seharga Rp. 6 juta

2. Memang benar termohon dan termohon telah membeli tanah pekarangan
seharga Rp. 9,5 juta dan sekarang masih ada.

3. Memang benar pemohon dan termohon telah membeli seekor Sapi tapi

selama berpisah Sapi tersebut telah dijual bapak termohon scharga 5 juta.

Dan didalam proses persidangan telah didengar keterangan dua orang

saksi keluarga pemohon. Masing-masing bernama:
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. Danam bin Tukin, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak
pemohon

Pemohon dan termohon adalah suami istri

Saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon

Setelah perkawinan pemohon dan termohon hidup kumpul di rumah
termohon selama kurang lebih 11 tahun dan belum dikaruniai anak
Sekarang antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 3 bulan yang disebabkan pleh suatu
pertengkaran karena termohon tidak mau mempunyai anak dengan
pemohon

Saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat pengaduan pemohon
Selama berpisah antara pemohon dan termohon telah berusaha rukun
tetapi tidak berhasil

Saksi sudah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak
berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan kembali

Selama berumah tangga pemohon dan termohon telah membeli satu
sepeda motor Shogun tahun 2002, seckor Sapi dan tanh pekarangan yang

dibeli dari pak Ranadi
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e Setelah terjadi tempat tinggal, motor dan Sapi telah dijual oleh termohon

dan bapak termohon masing-masing seharga Rp. 6 juta dan scharga Rp. 5
juta, dan pemohon tidak diberi hasilnya

Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri karena rumah saksi
berdekatan dengan termohon, di samping mendapat pengaduan dari

pemohon

. Karnawi bin Senewan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah misan
pemohon

Pemohon dan termohon adalah suami istri

Saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon

Setelah perkawinan pemohon dan termohon hidup kumpul di rumah
termohon selama kurang lebih 11 tahun dan belum dikaruniai anak
Sekarang antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 3 bulan yang disebabkan oleh suatu
pertengkaran karena termohon tidak ingin mempunyai keturunan dari
pemohon, sedang pemohon sangat berkeinginan mempunyai keturunan

Saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat pengaduan dari termohon
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e Sclama berpisah antara pemohon dan termohon telah berusaha rukun
tetapi tidak berhasil karena termohon tidak mau rukun kembali

e Saksi sudah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak
berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan kembali

e Selama berumah tangga pemohon dan termohon telah membeli satu
sepeda motor Shogun tahun 2002, seekor Sapi dan tanh pekarangan yang
dibeli dari pak Ranadi

e Setelah terjadi tempat tinggal, motor dan Sapi telah dijual oleh termohon
dan bapak termohon masing-masing seharga Rp. 6 juta dan seharga Rp. 5
juta, dan pemohon tidak diberi hasilnya

e Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri karena yang
membeli orang desa itu saja, di samping mendapat pengaduan dari
pemohon

Mengenai keterangan kedua saksi tersebut, pemohon dan termohon

menyatakan kebenarannya

D. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Bangil
Setelah melalui proses Peradilan maka Pengadilan Agama Bangil
memutuskan mengabulkan permohonan pemohon mengenai pembagian sengketa
harta bersama
Untuk dapat mengambil putusan akhir terhadap perkara gugatan sengketa

harta bersama tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Bangil yang dalam
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kedudukannya sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kehakiman
menggunakan, melihat dan mendengar fakta-fakta yang berasal dari pengakuan
pemohon/termohon dan para saksi yang ada dalam persidangan, selain itu juga
memperhatikan bukti-bukti yang diperlihatkan baik oleh pihak pemohon ataupun
dari pihak termohon, sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu
perkara.
Isi dari putusan Pengadilan Agama Bangil tentang sengketa harta
bersama dalam perkara No. 347/ Pdt.G/2007/ PA.Bgl. adalah sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon (Joni bin Tukin) untuk mengucapkan
kepada termohon (Hamzah binti Aliman) di depan sidang Pengadilan Agama
Bangil.
3. Menyatakan bahwa harta berikut ini yang dikuasai termohon adalah harta
bersama pemohon dan termohon:

a. Uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki shogun Napol: N 3154 UR
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

b. Sebidang tanah pekarangan seluas 252 m® yang terletak di Dusun
Klataan, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan
batas-batas:

Sebelah utara : Tanah milik P. Wakib

Sebelah barat - Tanah milik P. Tarimin
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Sebelah selatan  : Tanah milik P. Salimin
Sebelah timur  : Jalan Dusun
c. Uang hasil penjualan seekor Sapi seharga Rp. 5.000,000,- (lima juta

rupiah).

4. Menetapkan bahwa pemohon Berhak setengah bagian dari harta bersama
tersebut dalam nomor 3 di atas

5. Menghukum termohon untuk menyerahkan bagian pemohon tersebut kepada
pemohon

6. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.281.000,- (dua

ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam
memutuskan perkara sengketa harta bersama adalah berdasarkan pasal 97 KHI
yaitu apabila terjadi cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua
bagian.

Dalam sengketa harta bersama yang berupa sepeda motor adalah harta
bersama suami istri meskipun sepeda motor tersebut telah dijual oleh istri dan
obyek sengketanya sudah tidak ada, tetapi tetap harta bersama tersebut harus
dibagi karena majelis hakim mempertimbangkan dengan rasa keadilan antara

suami istri.
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Dalam harta bersama yang berupa sebidang tanah pekarangan memang
benar-benar harta bersama suami istri dan antara kedua belah pihak telah
mengakui bahwa setelah perkawinan telah membeli tanah pekarangan tersebut,
oleh karena itu majelis memutuskan bahwa sebidang tanah pekarangan adalah
harta bersama suami istri tersebut dan merujuk pada pasal 174 HIR pengakuan
menurut hukum acara merupakan bukti yang sempurna.

Dalam sengketa harta bersama yang berupa Sapi yang dipelihara oleh
ayah termohon dan dijual oleh ayah termohon merupakan harta bersama yang
harus '.dibagi karena berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa hasil
penjualan Sapi tersebut diberikan pada termohon, jadi majelis hakim
mempertimbangkan dengan rasa keadilan diantara suami istri tersebut.

Jadi semua harta bersama yang telah digugat oleh suami adalah harta
bersama yang harus dibagi dan majelis hakim menghukum termohon untuk
menyerahkan bagian pemohon, yaitu setengah dari semua harta bersama yang

digugat"’

E. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Perkara tentang sengketa harta bersama dalam perkara No. 347/
Pdt.G/2007/ PABgl. telah diputus oleh Pengadilan Agama Bangil pada hari

kamis tanggal 14 juni 2007 namun dari pihak termohon telah mengajukan

10 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. SARMIN (Hari Senin Tanggal 12 Januvari 2009,
Pukul 10.00 Wib.)
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permohonan banding dan berdasarkan pasal 61 Undang-Undang No 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama yaitu » atas penetapan dan putusan Pengadilan
Agama dapat dimintakan banding oleh pihak berperkara, kecuali apabila
Undang-Undang menentukan lain.” maka termohon mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Oleh karena permohonan  banding  yang diajukan  oleh
pembanding/termohon masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenubhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan
banding tersebut dapat diterima.

Setelah permohonan banding dapat diterima maka Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya mulai memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat
banding dalam persidangan majelis hakim. Dengan memperhatikan segala uraian
dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Bangil.

Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak sependapat dengan
pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu
membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 14 Juni 2007 M,
bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1428 H. Nomor: 347/Pdt.G/2007/
PA.Bgl. dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon/tembanding
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2. Memberikan izin kepada pemohon/terbanding (Joni bin Tukin) untuk
mengucapkan ikrar- talak kepada termohon/pembanding (Hamsah binti
Aliman) didepan sidang Pengadilan Agama Bangil

3. Menghukum pemohon/terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada
termohon/pembanding sebesar Rp. 1.350.000,00. (satu juta tiga ratus lima
puluh ribu rupiah) dan mut’ah sebesar Rp.2.700.000,00. (dua juta tujuh ratus
ribu rupiah)

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah pekarangan seluas 252 m’ yang
terletak di Dusun klataan, Desa Dayurejo, kecamatan Prigen, Kabupaten

Pasuruan dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah milik P. Wakib
Sebelah barat : Tanah milik P. Tarimin
Sebelah selatan : Tanah milik P. Salimin
Sebelah timur : Jalan Dusun

Adalah harta bersama antara pemohon/terbanding  dengan
Termohon/Pembanding

5. Menyatakan bahwa pemohon/terbanding dan termohon/pembanding masing-

masing berhak atas separuh bagian dari harta bersama tersebut pada amar

putusan nomor (empat)



56

6. Menghukum termohon/terbanding untuk membagi harta bersama tersebut
menjadi dua bagian sama besar dan menyerahkan separuh bagian yang
menjadi hak pemohon/terbanding kepada pemohon/terbanding

7. Menghukum pemohon/terbanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat pertama sebesar Rp. 281.000,00. (dua ratus delapan puluh satu ribu
rupiah) dan menghukum termohon/pembanding untuk membayar biaya

perkara pada tingkat banding Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama,
tidak tepat dan tidak benar, maka majelis hakim tingkat banding memberikan
pertimbangan sendiri sebagai berikut:

a. Obyek Sengketa Hasil Penjualan Sepeda Motor
Bahwa obyek sengketa tersebut dijual saat mereka berdua masih
terikat suami istri, sehingga aset yang ada saat diajukan gugatan ini berupa
sepeda motor telah berubah menjadi uang sebesar Rp. 6.000.000,00.
Sedangkan uang tersebut sudah tidak ada. Oleh karena obyek yang digugat

sudah tidak ada, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Obyek Sengketa Tanah
Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah
pekarangan seluas 252 m? terletak di Dusun Dayu Klataan Desa Dayurejo

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasurvan, dengan batas-batas:
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Sebelah utara : Tanah milik P. Wakib
Sebelah barat : Tanah milik P. Tarimin
Sebelah selatan : Tanah milik P. Salimin
Sebelah timur : Jalan Dusun

Menyatakan bahwa dalam persidangan tanggal 10 mei 2007
pembanding telah mengakui adanya tanah tersecbut sebagai harta bersama
yang diperoleh selama perkawinan(vide: berita acara sidang tanggal 10 mei
2007). Pengakuan menurut hukum acara berdasarkan Pasal 174 HIR.
Merupakan bukti yang sempurna. Karena itu berdasarkan pengakuan
pembanding tersebut , maka dalil terbanding harus dinyatakan terbukti,
sehingga obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama

antara pembanding dan terbanding yang diperoleh selama perkawinan.

. Obyek Sengketa Hasil Penjualan Sapi

Bahwa dalil terbanding mengenai obyek sengketa hasil penjualan Sapi
sebesar Rp. 5.000.000,00. disangkal oleh pembanding, bahwa yang menjual
Sapi adalah orang tua pembanding. Karena dalil terbanding disangkal oleh
pembanding maka sesuai dengan pasal 163 HIR. Terbanding harus
membuktikannya;

Bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh terbanding bernama

Danam bin Tukin dan Karnawi bin Senewan adalah saksi keluarga dalam
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perceraian sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomor 7
tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan acara
khusus berkenaan dengan perceraian, sedang sengketa harta bersama berlaku
acara umum sebagaimana diatur dalam pasal 54 undang-undang Nomor 7
tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Bahwa saksi Danam bin Tukin adalah keluarga sedarah dengan
terbanding karena merupakan saudara kandung maka menurut ketentuan
pasal 145 HIR keluarga sedarah tidak dapat didengar sebagai saksi. Karena
itu saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti sehingga tidak perlu
dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Bahwa alat bukti satu-satunya berkenaan dengan objek sengketa
tersebut tinggal seorang saksi yang bernama kamawi bin Senewan tanpa
didukung dengan alat bukti lainnya. Karena seorang saksi saja tanpa ada alat
bukti lain sama halnya dengan tidak ada saksi "unus testis nullus tessis".

Oleh karena terbanding tidak mampu mengajukan alat bukti yang
dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka dalil terbanding mengenai obyek
sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga gugatannya harus
ditolak.

Adapun berdasarkan keyakinan majelis hakim dalam memutuskan

perkara sengketa harta bersama adalah:
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1. Bahwa sengketa yang berupa sepeda motor telah dijual oleh istri pada
saat terikat suami istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga
obyek sengketa yang digugat sudah tidak ada dan pada saat termohon
mengajukan memori banding pemohon tidak mengajukan kontra memori
banding, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam obyek sengketa yang berupa sebidang tanah pekarangan
seluas 252 m? terletak di Dusun Dayu Klataan Desa Dayurejo Kecamatan

Prigen Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah milik P. Wakib
Sebelah barat : Tanah milik P. Tarimin
Sebelah selatan : Tanah milik P. Salimin
Sebelah timur : Jalan Dusun

Berdasarkan pengakuan termohon/pembanding bahwa sebidang
tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama antar pemohon dan
termohon yang diperoleh selama perkawinan. Pengakuan menurut hukum
acara berdasarkan Pasal 174 HIR. Merupakan bukti yang sempurna.
Karena itu berdasarkan pengakuan pembanding tersebut , maka dalil
terbanding harus dinyatakan terbukti, schingga obyek sengketa tersebut
harus dinyatakan sebagai harta bersama dan harus dibagi menjadi dua

bagian.



3. Bahwa dalam objek sengketa hasil penjualan Sapi tersebut yang menjual
adalah ayah termohon jadi obyek sengketa tersebut ditujukan kepada
pihak ketiga dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima karena
sengketa terhadap pihak ketiga bukan merupakan kewenangan Peradilan

Agama.''

1 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. MUH. DJAMHUR, SH. MH. (Hari Rabu Tanggal
7 Januari 2009, Pukul 13.00 Wib)



BAB IV

ANALISIS DAN DASAR HUKUM PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA ATAS
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL
TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA

Analisis Dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Bangil

Setelah mempelajari duduk perkara dan berdasarkan keterangan serta
alat bukti, baik saksi maupun surat-surat berharga (akta otentik) maka majelis
hakim Pengadilan Agama Bangil memutuskan mengabulkan gugatan pemohon
dan agar termohon menyerahkan bagian pemohon yaitu, setengah dari harta
bersama yang digugat.

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bangil, bahwa majelis
hakim memutuskan dengan dasar hukum berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum
Islam yaitu apabila terjadi cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan
seperdua bagian.

Bahwa duduk perkara yang ada berupa satu unit sepeda motor, sebidang
tanah pekarangan dan seckor sapi. Namun harta bersama yang berupa sepeda
motor dan sapi telah dijual oleh termohon dan ayah termohon.

Dalam sengketa harta bersama yang berupa sepeda motor adalah harta

bersama suami istri meskipun sepeda motor tersebut telah dijual oleh istri dan
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obyek sengketanya tidak ada, tetapi menurut Pengadilan Agama Bangil harta
bersama tersebut harus dibagi karena majelis hakim mempertimbangkan rasa
keadilan antara suami istri.

Dalam harta bersama yang berupa sebidang tanah pekarangan memang
benar-benar harta bersama suami istri dan antar: kedua belah pihak telah
mengakui bahwa setelah Perkawinan telah membel: tanah pekarangan tersebut,
oleh karena itu majelis memutuskan bahwa sebidang tanah pekarangan adalah
harta bersama suami istri dan merujuk pada pasal |74 HIR pengakuan menurut
hukum acara merupakan bukti yang sempurna.

Dalam sengketa harta bersama yang berupa sapi yang dipelihara olch
ayah termohon dan dijual oleh ayah termohon mcrupakan harta bersama yang
harus dibagi karena berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa hasil
penjualan sapi tersebut dikasihkan pada termohon, jadi majelis hakim
mempertimbangkan rasa keadilan diantara suami isi 1 tersebut.

Setelah membaca duduk perkara dan men:analisis putusan Pengadilan
Agama Bangil, maka penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Agama
Bangil dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama, yang mana
mengabulkan permohonan gugatan sengketa harta hrsama karena didalam pasal
89-90 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Seorang suami bertanggung
jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri begitu pula

sebaliknya seorang istri turut bertanggung jawab m.njaga harta bersama maupun
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harta suami yang ada padanya dan didalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam
dijelaskan bahwa Suami atau istri tanpa persetujuan kedua belah pihak tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Menurut UU No. 1
tahun 1974 pasal 36 ayat 1 dijelaskan bahwa mengenai harta bersama suami istri
dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi menurut penulis dasar
hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bangil sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena memutuskan perkara tersebut menurut

Undang-undang yang berlaku.

. Analisis Dan Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membaca,
meneliti dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi
putusan Pengadilan Agama Bangil, berita acara persidangan, surat-surat bukti,
memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan scbagian putusan Pengadilan
Agama Bangil dan mengadili sendiri dan menyatakan bahwa harta bersama
pemohon dan termohon hanya sebidang tanah pekarangan schingga harta
bersama tersebut harus dibagi dan agar pembanding/termohon meyerahkan
bagian terbanding/pemohon

Berdasarkan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama
tidak tepat dan tidak benar, maka majelis hakim tingkat banding memberikan

pertimbangan sendiri sebagai berikut:



a. Obyek Sengketa Hasil Penjualan Sepeda Motor
Mengenai obyek  sengketa  tersebut telah  dijual oleh
pembanding/termohon pada saat mereka berdua masih terikat suami istri,
sehingga aset yang ada saat diajukan gugatan ini berupa sepeda motor telah
berubah menjadi uang sebesar Rp. 6.000.000,00. Sedangkan uang tersebut

sudah tidak ada, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Obyek Sengketa Tanah
Mengenai tanah yang menjdi obyek sengketa adalah sebidang tanah
pekarangan seluas 252 m? terletak di Dusun Klataan, Desa Dayurejo,

Kecamatan Prigen, kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik P. Wahib
Sebelah Barat : Tanah milik P. Tarimin
Sebelah Selatan : Tanah milik P. Soimin
Sebelah Timur : Jalan Dusun

Dalam persidangan 10 Mei 2007 pembanding telah mengakui adanya
tanah tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan dan

menurut pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna.

c. Obyek Sengketa Hasil Penjualan Sapi
Mengenai dalil terbanding mengenai obyek sengketa hasil penjualan

Sapi sebesar Rp. 5.000.000,00. disangkal oleh pembanding, bahwa yang
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menjual sapi adalah orang tua pembanding. Karena dalil terbanding disangkal
oleh pembanding maka sesuai dengan pasal 163 HIR, terbanding harus
membuktikannya.

Dalam proses persidangan terbanding mengajukan alat bukti saksi
yang bernama Danam bin Tukin dan Karnawi bin Senewan adalah saksi
keluarga dalam perceraian sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang
merupakan acara khusus berkenaan dengan perceraian, sedang sengketa harta
bersama berlaku acara umum sebagaimana diatur dalam pasal 54 undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Bahwa saksi Danam bin Tukin adalah keluarga sedarah dengan
terbanding karena merupakan saudara kandung maka menurut ketentuan
pasal 145 HIR keluarga sedarah tidak dapat didengar sebagai saksi. Karena
itu saksi terscbut tidak sah sebagai alat bukti schingga tidak perlu
dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Alat bukti satu-satunya yang berkenaan dengan objek sengketa
tersebut tinggal seorang saksi yang bemama karnawi bin Senewan tanpa
didukung dengan alat bukti lainnya. Karena bukti yang ada hanyalah seorang
saksi, maka tidak sah dan tidak perlu dipertimbangkan, seorang saksi saja
tanpa ada alat bukti lain sama halnya dengan tidak ada saksi "unus festis

nullus tessis”.



Oleh karena terbanding tidak mampu mengajukan alat bukti yang
dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka dalil terbanding mengenai obyek
sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti schingga gugatannya harus

ditolak.

Putusan pembatalan mengenai sengketa harta bersama oleh Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya adalah mengenai obyek sengketa yang berupa motor
telah dijual oleh pembanding/termohon pada saat terikat suami istri untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga berdasarkan kescpakatan majelis
hakim bahwa obyek sengketa yang digugat sudah tidak ada dan pada saat
termohon mengajukan memori banding, pemohon tidak mengajukan kontra
memori banding schingga gugatannya tidak diterima.

Dalam obyek sengketa hasil penjualan sapi, bahwa yang menjual sapi
tersebut yang menjual adalah ayah pembanding/termohon sehingga berdasarkan
pertimbangan hakim bahwa harta bersama yang berupa sapi bukan merupakan
harta bersama yang harus dibagi karena obyek sengketa tersebut harus ditujukan
kepada pihak ketiga dan sengketa terhadap pihak ketiga bukan merupakan
kewenangan Peradilan Agama tetapi kewenangan Peradilan Umum.

Jadi dasar pembatalan putusan sengketa harta bersama mengenai
sengketa motor oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan

putusan Pengadilan Agama Bangil karena pada saat termohon mengajukan
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memori banding, pemohon tidak mengajukan kontra memori banding, maka
gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sedangkan menurut Yahyah Harahap dalam bukunya yang berjudul
kedudukan kewenangan dan acara Peradilan agama dijelaskan bahwa memori
banding bukan syarat formal permohonan banding karena memori banding
adalah hak bukan kewajiban hukum bagi pemohon banding, tanpa memori
banding permohonan banding tetap sah.

Mengenai sengketa penjualan seekor sapi, bahwa yang menjual sapi
terscbut adalah ayah pembanding/termohon jadi gugatan tersebut harus
ditujukan kepada pihak ketiga atau ayah pembanding/termoho;l karena gugatan
terhadap pihak ketiga bukan kewenang Peradilan Agama tetapi wewenang
Peradilan umum. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 tahun 1989 pasal 50 yang
menjelaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau
keperdataan lain dalam perkara-perkara scbagaimana yang dimaksud dalam pasal
49 (menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam dibidang Perkawinan dan kewarisan) maka khusus mengenai
obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Dari kasus penjualan sapi disini adanya pihak ketiga (ayah
pembanding/termohon yang menjual sapi tersebut) schingga majelis hakim

Pengadilan Tinggi Agama memutuskan menolak gugatan terhadap sengketa
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penjualan sapi karena gugatan terhadap pihak ketiga mengenai hak milik atau
keperdataan lain harus diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Umum dan perkara
tersebut bukan kewenangan Peradilan Agama.

Dari keterangan diatas menurut penulis, dasar pertimbangan dan dasar
hukum yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap sengketa harta
bersama tersebut masih lemah karena tidak berdasarkan undang-undang yang
berlaku dan hanya berdasarkan kesepakatan para hakim saja mengenai
pembatalan putusan Pengadilan Agama Bangil. |

Dengan tanpa sengaja menghakimi atau mengubah Putusan Pengadilan
Agama Bangil dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara

No: 347/Pdt.G/2007/PA Bgl tentang gugatan sengketa harta bersama, maka

disini penulis sependapat dengan pu1usan yang telah diambil oleh Pengadilan
Agama Bangil dan menyatakan bahwa harta bersama yang berupa motor,
sebidang tanah pekarangan dan seekor sapi adalah harta bersama yang harus
dibagi seperdua karena harta tersebut diperoleh selama Perkawinan dan menurut
KHI pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing
bethak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak menentukan lain dalam
perjanjian Perkawinan.

Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini salah dalam memutuskan kasus
ini karena seharusnya obyek sengketa yang digugat adalah harta bersama yang

diperoleh selama Perkawinan antara pemohon dan termohon, jadi semua harta
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bersama tersebut harus dibagi menjadi dua bagian, setengah untuk pemohon dan
setengahnya lagi untuk termohon.

Jadi menurut penulis mengenai putusan Pengadilan Agama Bangil
terhadap gugatan sengketa harta bersama tersebut harus dipertahankan karena
harta bersama yang berupa sepeda motor, sebidang tanah pekarangan dan seekor
sapi adalah harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan schingga
pembanding/termohon harus menyerahkan bagian terbanding/pemohon, yaitu

setengah dari semua harta bersama yang telah digugat.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penjabaran masalah gugatan sengketa harta bersama dan setelah

dianalisis berdasarkan hukum positif ( Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1

Tahun 1974) maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Pada perkara No.347/Pdt.G/2007/PABgl. Pengadilan Tinggi Agama
membatalkan sebagian putusan Pengadilan Agama Bangil mengenai sengketa
harta bersama yang berupa sepeda motor berdasarkan kesepakatan majelis
hakim dan pada saat termohon/pembanding mengajukan memori banding,
terbanding/pemohon tidak mengajukan kontra memori banding sehingga
gugatannya tidak dapat diterima dan mengenai harta bersama yang berupa
seekor Sapi bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi karena harta
bersama tersebut dijual oleh ayah pembanding/tergugat dan seharusnya
gugatan tersebut diajukan kepada ayah pembanding/termohon maka
gugatannya tidak dapat diterima.

2. Pada perkara No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl Pengadilan Agama Bangil telah
memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan pasal 97
Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila terjadi cerai hidup masing-masing

berhak mendapatkan seperdua bagian karena harta bersama yang berupa
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sepada motor dijual oleh termohon dan mengenai penjualan sapi oleh ayah
pembanding/termohon hasilnya dikasihkan pembanding/termohon sehingga
pembanding/termohon harus menyerahkan bagian pemohon. Jadi hukum
yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bangil sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena memutuskan perkara tersebut menurut
Undang-undang yang berlaku. Dan pada perkara
No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
memutuskan membatalalkan scbagian putusan Pengadilan Agama Bangil
mengenai  sengketa harta bersama berupa sepeda motor berdasarkan
kesepakatan mejelis hakim dan mengenai sengketa penjualan sapi
pemohon/terbanding tidak bisa membuktikannya karena yang menjual sapi
adalah ayah pembanding/termohon sehingga gugatannya tidak diterima. Jadi
dasar hukum yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya masih kurang

jelas sehingga kekuatan hukumnya masih kurang kuat.

B. Saran
Didalam proses peradilan, agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan putusan yang
akan diambil. Sehingga putusan tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi

pihak-pihak yang berperkara dan tidak ada pihak yang akan dirugikan.
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